Peran Elit Lokal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pasca

Pemekaran Desa Binanga Karaeng dan Desa Pangaparang di

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. by Ikram, Muhammad
 PERAN ELITE LOKAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA 
PEMEKARAN DESA BINANGA KARAENG DAN DESA PANGAPARANG 













Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial (S.Sos), 
Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik 








JURUSAN ILMU POLITIK 
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK 




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   :Muhammad Ikram 
Nim    :30600113069 
Jurusan   :Ilmu Politik 
Fakultas  :Ushuluddin, Filsafat dan Politik 
Judul  :Peran Elite Lokal Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat Pasca Pemekaran di Desa Binanga Karaeng 
dan Desa Pangaparang Kecamatan Lembang 
Kabupaten Pinrang 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 
benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 
merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau 
seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karnanya batal demi 
hukum. 
 













 ِمْِ ر	ا ِنَْ ر	ا ِ ِمــــــــــــــــــْِ 
 Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Pertama-tama marilah 
kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, pemilik segala 
sesuatu yang kepadanyalah kita sebagai hambanya akan menghadapkan amal yang 
dilakukan selama berada didunia fana ini. Kasih dan sayang Allah swt untuk 
manusia sebagai makhluk yang paling istimewa diantara semua makhluk yang 
diciptakan semata-mata untuk menyembah dan bersujud kepadanya. Allah swt 
pula yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia sehingga kita dapat 
menjalani hidup seperti sekarang ini, maha suci Allah swt atas seagala rahmatnya. 
Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad saw yang 
karena perjuangan dan pengorbanan beliaulah sehingga kita dapat merasakan 
zaman yang penuh dengan moral dan etika, beliau juga sebagai pahlawan yang 
revolusioner ditengah krisis kepemimpinan dimasa suram umat manusia pada 
zamannya. Semoga Allah swt meridhoinya dan merahmati segala perjuangan dan 
pengorbanan beliau untuk agama dan era yang cerah bagi umat manusia. Penulis 
menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat dukungan dari 
berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu penulis selama ini, Kepada 
kedua orang tua saya ayahanda Pamaki dan ibunda Murni tercinta yang telah 
melahirkan, mendidik, membesarkan dan menggiring setiap langkah penulis saat 
ini, perhatian dan motivasi dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan 




1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir P, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh Natsir, M.A., selaku Dekan dan para 
Pembantu Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas 
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
3. Bapak Syahrir Karim, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik 
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar.  
4. Bapak Febrianto Syam, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 
Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam 
Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
5. Ibu Nur Aliyah Zainal.,S.IP,.M.A selaku pembimbing I dan Bapak 
Fajar,S.Sos,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan 
segala dorongan, motivasi, pengetahuan, dan bimbingannya dalam 
penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Hanya doa yang dapat penulis 
persembahkan agar senantiasa mendapatkan curahan Rahmat dunia 
dan akhirat. 
6. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si selaku penguji I dan Ibu 
Wahyuni, S.Sos.,M.Si. selaku penguji II yang banyak memberikan 
masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 
7. Segenap dosen, pegawai dan seluruh staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat 
dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang 
telah mencurahkan ilmunya tanpa pamrih serta motivasi, nasihat, dan 
pelayanannya selama penulis dalam perkuliahan. 
8. Bapak dan Ibu pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar yang telah memberikan fasilitas dan membantu 
 vi 
 
menyediakan referensi selama masa perkuliahan dan pembuatan 
skripsi. 
9. Kepada teman-teman seperjuangan terutama kelas 3 dan 4 Ilmu Politik 
2013, dan Khususnya kepada saudara Rifandi Muchtar, Ilham, Ardi 
Aminuddin, Wahyu Hidayat, Mustakim, Sudirman Adi Putra, Erwin,  
Musdalifah, yang telah memberikan semangat, kebersamaan dan 
bantuannya kepada penulis selama menumpuh perkuliahan bahkan 
penyelesaian skripsi ini. 
10. Teman-teman KKN angkatan 53 di Desa Datara, Kecamatan 
Tompobulu, Kabupaten Gowa. 
 
 

















JUDUL ............................................................................................................. i 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................................... ii 
PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................... iii 
KATA PENGANTAR ..................................................................................... iv 
DAFTAR ISI .................................................................................................... vii 
ABSTRAK ....................................................................................................... ix 
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 
A. Latar   Belakang Masalah ................................................................. 1 
B. Rumusan Masalah ............................................................................. 11 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .............................................. 11 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 12 
E. Kajian Pustaka ................................................................................... 13 
BAB II KAJIAN TEORITIS ......................................................................... 18 
A. Teori Peran ...................................................................................... 18 
B. Elite Dan Kekuasaan ....................................................................... 20 
C. Kebijakan Publik Dan Kesejahteraan Desa ..................................... 25 
D. Otonomi Daerah Dan Pemekaran Desa ........................................... 29 
E. Kerangka Konseptual ...................................................................... 34 
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 35 
A. Jenis Penilitian .................................................................................. 35 
 viii 
 
B. Lokasi Penelitian ............................................................................... 35 
C. Jenis Data .......................................................................................... 35 
D. Metode Pengumpulan Data............................................................... 36 
E. Analisis Data ..................................................................................... 37 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................. 40 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................. 40 
B. Upaya Elite Lokal Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pasca 
Pemekaran Desa Binanga Karaeng Dan Desa Pangaparang Di Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang..............................................................56 
C. Kondisi Riil Desa Pangaparang Pasca Pemekaran Desa.....................71 
BAB V PENUTUP .......................................................................................... 76 
A. Kesimpulan ........................................................................................ 76 
B. Saran .......  ........................................................................................... 77 
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 79 












Nama  : Muhammad Ikram 
NIM  : 30600113069 
Judul : Peran Elit Lokal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pasca 
Pemekaran Desa Binanga Karaeng dan Desa Pangaparang di 
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 
            
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi Peran Elite Lokal 
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa Binanga Karaeng dan 
Desa Pangaparan di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Serta kondisi rill 
kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran. Indikator dari kesejahteraan yang 
dimaksud ialah tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat serta adanya 
dukungan pada pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Seperti yang 
dikemukakan sebelumnya bahwa pembangunan infrastruktur sangatlah penting 
bahkan menjadi persoalan pertama dari dimekarkannya desa tersebut.Peran elit 
lokal didesa pangaparang yang mendominasi pengambilan keputusan adalah 
aparatur desa dan partisipasi masyarakat kurang dilibatkan dalam mengambil 
keputusan dalam membangun desa. Sehingga dalam pengambilan keputusan tidak 
tepat sasaran dan dilihat dari kesejahteraan masyarakat masi belum terpenuhi, 
dilihat dari potensi desa sangat menjamin kesejahteraan baik dari sektor pertanian, 
perkebunan maupun hutan. Akan tetapi sumber daya manusia masih kurang dalam 
mengelola sumber daya alam. 
Jenis peneltian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
Observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yakni mereduksi data, 
menyajikan data dan menverifikasi atau menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran elit lokal terhadap 
kesejahterakan masyarakat pasca pemekaran desa pangaparang dapat dilihat dari 
dua aspek yaitu melalui sumber daya manusia (SDM) dengan bidang 
infrastruktur. Pemerintah desa telah berusaha untuk memberikan wadah kepada 
masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia pada desa pangaparang 
dalam bidang pelatihan kelompok tani, bidang pembinaan dan bidang keagamaan 
guna memberikan ilmu bahkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang 
beruntung dalam dunia kerja serta membangun atau memperbaiki prasarana jalan 
desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Sedangkan 
kondisi riil kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa pangaparang terlihat 
masyarakat desa pangaparang kurang puas terhadap pembangunan infrastruktur di 
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desa pangaparang karena dalam pelaksanaannya masih ada wilayah di desa 
pangaparang yang belum menikmati dampak dari pembangunan desa. 
 





A. Latar Belakang 
Pemekaran merupakan efek samping yang logis dari kebijakan 
desentralisasi. Cepatnya pertumbuhan daerah administrasif baru di tingkatkan 
provinsi maupun kabupaten/kota terjadi karena kini lebih banyak sumberdaya yang 
telah dialihkan oleh pemerintah pusat kedaerah. Kebijakan pemekaran daerah tidak 
lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk 
mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan pemerintahan daerah 
yang responsif dan meningkatkan kemakmuran rakyat didaerah secara 
menyeluruh.1 
Pembangunan Negara Indonesia bisa dipicu oleh berbagai hal. Sesuai 
dengan harapan pemerintah Indonesia 2013-2018, Presiden Jokowi, awal 
pembangunan dimulai dari desa.2 Indikator dari besarnya lirikan pemerintah 
terhadap pembangunan atau otonomi desa ialah memberikan suntikan dana yang 
sangat besar kepada pemerintah desa, dalam hal ini kepada kepala desa di tanah air 
karena tujuan sebuah negara terbentuk adalah untuk menciptakan kesejahteraan 
bagi masyarakatnya. 
                                                          
1 Mahrudin, Inflikasi Kebijakan Pemekaran Desa Terhadap Redistribusi Aset dan 
Penetapan Administrasif Pemerintahan, Jurnal Al-Adl Vol.10 No 2 Juli 2017, h 119 
2 “Membangun Indonesia Dari Desa” http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/960.html 
(13 Juli 2018) 
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Menurut HR. Makagansa istilah pemekaran lebih cocok untuk 
mengekspresikan proses terjadinya daerah-daerah baru yang tidak lain adalah 
proses pemisahan diri dari suatu bagian wilayah tertentu dari sebuah daerah 
otonom. Pendapat lain dikemukakan oleh Arif Roesman Effendy, yang mengatakan 
pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari 
satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat 
pembanguan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian 
daerah.3  
Gejala pemekaran daerah di indonesia sejak tahun 1999 cendrung 
meningkat. Mulai oktober 1999 sampai januari 2008 telah terbentuk 164 daerah 
baru yang terdiri diri 7 provinsi baru, 134 kabupaten baru, dan 23 kota baru. Gejolak 
pemekaran daearah diberbagai daerah di indonesia, hingga hari ini terus 
berkembang. Sampai dengan bulan april 2011 kementrian dalam negeri telah 
menerima sedikitnya 181 usulan pembentukan daerah otonomi baru, diluar dari 
jumlah usulan DOB yang sudah dibahas dikomisi II DPR RI sebanyak 33.4   
Tujuan pemekaran menurut Hermanislamet adalah untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka 
pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Dengan 
dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang 
untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali. 
                                                          
3 Bismar Arianto dan Afrizal, Fenomena Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau 
(Studi Pemekaran Daerah Dikabupaten Bintan), h 34-35 
4 Bismar Arianto dan Afrizal, h 33 
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Sektor formal dan informal menjadi tuntutan yang tak terelakkan demi optimalisasi 
kegiatan perekonomian masyarakat. Penciptaan usaha-usaha baru dalam 
perekonomian secara langsung tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru 
diberbagai sektor, baik disektor swasta maupun politik dan pemerintahan. 
Akibat dari usaha pencepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan 
mempercepat proses pemerintahan ekonomi dalam pembangunan demi mengurangi 
angka kemiskinan. Kebijakan pemekaran daerah akan memberi dampak luar biasa 
bagi kelangsungan penyelenggara otonomi daerah, karena akses yang ditimbulkan 
begitu berpengaruh, memberi dampak besar, tricle down effect, efek rembesan yang 
luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.5 
Berdasarkan hal tersebut di atas, pembangunan desa termasuk kesejahteraan 
masyarakatnya menjadi poin penting dari harapan pemerintah. Tidak hanya itu, 
terjadinya pemekaran yang terjadi di beberapa wilayah menjadi salah satu poin 
penting dalam pembangunan tersebut. Sesuai UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa 
yaitu sebagai berikut: 
a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan 
cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undoing-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
                                                          
5 Sella Ayu Wandira Harahap, Dampak Pemekaran Desa dalam Pembangunan 
Infrastruktur (Studi Kasus pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo 
Luwes ), h 293 
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b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah 
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 
dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan 
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera 
c. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang 
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.6  
Pada hakekatnya pembangunan adalah upaya mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Hal tersebut diperjelas dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan 
kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional diharapkan mampu menuju pada 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat.7 
Beberapa fenomena tentang pemekaran desa ternyata memiliki polemik. 
Hal tersebut di antaranya pada persoalan dana yang dialokasikan pemerintah negara 
kepada pemerintah desa. Efek dari peningkatan dana ini menurut paparan DJA 
Kemenkeu diduga memicu banyaknya desa melakukan pemekaran wilayah.8 
                                                          
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Ri Nomor 6  Tahun 2014 Tentang Desa. 
7 Sudjana Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsapat Dan Teori 
Pendukung Serta Asa, (Bandung: Falah Producition, 2004), hal. 148. 
8“Pemekaran Desa Harus Sesuai Uu Desa, Bukan Mengejar Dana Desa” 
Http://Kedesa.Id/Id_Id/Pemekaran-Desa-Harus-Sesuai-Uu-Desa-Bukan-Mengejar-Dana-Desa/ (14 
Juli 2018)   
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Kemudian data tersebut diperkuat dari data Kementerian Dalam Negeri Per 29 Juni 
2016, jumlah desa yang sebelumnya pada tahun 2015 berjumlah 74.093 bertambah 
sebanyak 661 desa, dan kini di tahun 2016 jumlah desa di Indonesia mencapai 
74.754.9 Hal tersebut berarti kebijakan (pemekaran) dilakukan atas dasar tujuan 
politik atau kekuasaan serta memungkinkan tujuan hakiki dari kesejahteraan 
masyarakat akan dikesampingkan. 
Hal tersebut dinyatakan oleh Haryanto bahwa dibalik argumen tentang 
pembentukan pemerintah daerah baru akan memberi peluang yang lebih besar bagi 
mereka yang memburu kekuasaan. Terbentuknya pemerintah daerah baru melalui 
proses pemekaran membawa konsekuensi bertambahnya jumlah posisi jabatan, 
baik politis maupun birokratis di tingkat lokal. Adanya tambahan jumlah posisi 
jabatan tersebut tentu saja memberi peluang lebih besar bagi mereka yang 
berkompetisi memperebutkan kekuasaan untuk menduduki jabatan tersebut, 
walaupun kandidat yang bersaing untuk memperebutkannya juga dimungkinkan 
bertambah jumlahnya.1 0 
Terkait pemekaran desa binanga karaeng dan desa pangaparang seperti yang 
terjadi di beberapa desa yaitu mengikuti sebuah tujuan umum pemekaran seperti 
yang dikatakan oleh Syaifulloh bahwa tujuan pembentukan, pemekaran, 
penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
                                                          
9Sumyati, “Pemekaran Desa Harus Sesuai UU Desa Bukan Mengejar Dana” 
http://kedesa.id/id_ID/pemekaran-desa-harus-sesuai-uu-desa-bukan-mengejar-dana-desa/#_ftn1 
diakses 7 Juni 2018. 
1 0Haryanto, “Elite Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik,” Jurnal Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik 13, No. 2, (2009) h.143 
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rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan 
perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan 
keamanan dan ketertiban, serta adanya peningkatan hubungan serasi antara pusat 
dan daerah.1 1 
Adapun syarat-syarat agar desa bisa terbentuk yaitu: 
a.    Atas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak 
pembentukan; 
b.    Jumlah penduduk yaitu: 
1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga 
2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga 
3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga 
4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 
600 kepala keluarga 
5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala 
keluarga 
6. Wilayah Sulawesi  Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 
dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga 
7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan 
Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga 
                                                          
1 1Syaifulloh, Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam Peningkatan Sosial 
Ekonomi Masyarakat, (Universitas Lampung 2017), h.4 
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8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 
1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga 
9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala 
keluarga. 
c.   Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah; 
d.   Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai 
dengan adat istiadat Desa; 
e.    Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya ekonomi pendukung; 
f.    Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah 
ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota; 
g.   Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan 
h.   Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi 
perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.1 2 
Berdasarkan dari syarat tersebut, secara umum maka alasan untuk 
memekarkan desa bisa dikabulkan. Namun terdapat pertanyaan yang kemudian 
timbul tentang pengusul yang seharusnya untuk memekarkan desa. Oleh karena itu, 
hal tersebut dapat ditinjau ulang dari beberapa kasus pemekaran desa yang terjadi 
di tanah air ini. Hal tersebut dapat ditelusuri dari media mengatakan bahwa warga 
                                                          
1 2 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Ri Nomor 6  Tahun 2014 Tentang Desa. 
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desa yang menginginkan pemekaran desa dan juga mengusulkan pemekaran 
tersebut.1 3 
Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan 
pengusul itu harusnya berawal dari masyarakat yang tentunya harus memikirkan 
persyaratan dan telah tertulis dalam undang-undang. Tentunya warga yang meminta 
untuk dimekarkan wilayahnya dilakukan dengan berbagai alasan. Di antaranya 
ialah alasan kedamaian, atau perbedaan budaya maupun alasan ekonomi atau 
kesejahteraan. 
 Dibalik pemekaran itu tentunya ada beberapa pelopor atau yang cukup 
berpengaruh. Mulai dari seseorang yang cukup populer dan juga terkadang elite 
lokal, seperti tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Pangaparang. Peran elite 
lokal atau elite tradisional sangat nampak, yang berhasil merencanakan beserta 
menjadi pelopor dari pemekaran desa. Hasil tersebut bisa dilihat dari terpilihnya 
salah satu elite lokal tersebut menjadi kepala desa pangaparang sehingga 
memberikan peluang lebih luas untuk mengembangkan perannya, baik pada aspek 
politik maupun dilihat dari tujuan pemekaran tersebut, yakni demi kesejahteraan 
masyarakat desa.   
Peranan baru ada apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek 
yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, berarti orang 
                                                          
1 3 Website: Kominfo “Sepuluh Desa Yang Ingin Mekar” www.beritakolaka.com.sepuluh-
desa-yang-ingin-mekar.html   
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tersebut telah menjalankan peranya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah 
laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan. 
Desa Pangaparang adalah sebuah desa yang dimekarkan pada tahun 2014, 
mekar dari Desa Binanga Karaeng, Kabupaten Pinrang. Desa Pangaparang pada 
awal terbentuknya memiliki kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, 
dimana proses pelayanan kepada masyarakat dilakukan di rumah Kepala Desa. 
Desa ini sudah kurang lebih empat tahun di mekarkan dari Desa Binanga Karaeng 
dan telah melaksanakan pembangunan dari berbagai aspek kehidupan seperti 
infrastruktur,sosial, ekonomi dan politik.   
Sebelum melakukan pemekaran, Pangaparang merupakan salah satu dusun 
dari Desa Binanga Karaeng. Namun selama bergabung, potensi-potensi yang ada di 
Pangaparang belum di manfaatkan dengan baik oleh pemerintah setempat dengan 
pemberian program yang baik.  Selain itu pula lokasi Desa Pangaparang jarang 
tersentuh oleh pembangunan sehingga dengan dasar inilah masyarakat Pangaparang 
menyampaikan aspirasinya untuk melakukan pemekaran dari Desa Binanga 
Karaeng. 
Pada awal berdirinya Desa Pangaparang menjadi suatu wilayah pedesaan 
yang memiliki jumlah penduduk 1800 jiwa dengan 476 KK dimana kondisi sarana 
dan prasarana sebelum di mekarkan dari Desa Binanga Karaeng yang belum 
memadai. di samping itu pemekaran Desa Pangaparang terdapat masalah terutama 
pada  pembangunan sarana dan prasarana, yaitu ketika pemekaran dari Desa 
Binanga Karaeng terjadi, tidak terdapat saranapun sebagai tempat melayani 
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masyarakat. Berdasarkan dasar tersebut indikator dari kesejateraan masyarakat 
sebagai realitas tujuan pemekaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain hal 
di atas kesejahteraan yang juga dimaksud ialah tidak efektifnya penghasilan 
masyarakat, khususnya pada pertanian beserta perdagangan yang tentunya 
keberadaan pasar tradisional akan sangat membantu masyarakat. 
Fenomena tentang pemekaran tersebut tentunya memiliki potensi atau 
kesempatan yang baik untuk ikut dalam kontestasi politik terhadap dilakukannya 
pemekaran. Potensi yang dimaksud ialah potensi kekuasaan yang juga menjadi 
tujuan utama elit lokal. Tujuan tersebut didukung pula dari kepercayaan masyarakat 
yang dilihatnya sebagai tokoh dalam pemekaran desa tersebut. Hal itu terbukti 
dengan terpilihnya elite lokal sebagai kepala desa di desa pangaparan yang telah 
dimekarkan. 
Peran elit lokal didesa pangaparang yang mendominasi pengambilan 
keputusan adalah aparatur desa dan partisipasi masyarakat kurang dilibatkan dalam 
mengambil keputusan dalam membangun desa. Sehingga dalam pengambilan 
keputusan tidak tepat sasaran dan dilihat dari kesejahteraan masyarakat masi belum 
terpenuhi, dilihat dari potensi desa sangat menjamin kesejahteraan baik dari sektor 
pertanian, perkebunan maupun hutan. Akan tetapi sumber daya manusia masih 
kurang dalam mengelola sumber daya alam. 
Indikator dari kesejahteraan yang dimaksud ialah tersedianya sarana dan 
prasarana bagi masyarakat serta adanya dukungan pada pertumbuhan ekonomi pada 
wilayah tersebut. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa pembangunan 
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infrastruktur sangatlah penting bahkan menjadi persoalan pertama dari 
dimekarkannya desa tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik meneliti hal tersebut, 
yaitu Peran Elite Lokal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa 
Binanga Karaeng dan Desa Pangaparang di Kecamatan Lembang Kabupaten 
Pinrang.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana upaya elite lokal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
pasca pemekaran? 
2. Bagaimana kondisi rill kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa?  
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Terkait dengan masalah di atas maka rencana penelitian ini memfokuskan 
tentang Peran Elite Lokal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran 
Desa Binanga Karaeng dan Desa Pangaparan di Kecamatan Lembang, Kabupaten 
Pinrang. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Elit lokal adalah perseorangan atau kelompok dari orang yang dianggap 
berpengaruh dan mempunyai kecerdasan intelektual di dalam masyarakat, misalnya 
para tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda dan orang-orang yang mempunyai 
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kemampauan dan kompetensi yang relatif lebih dibanding masyarakat kebanyakan. 
Jadi yang dimaksudkan dengan elit lokal disini adalah elit yang tidak bersentuhan 
dengan partai politik serta tidak menjadi bagian dari partai politik. 
b. Tingkat kesejahteraan masyarakat pasca terjadinya pemekaran desa sebagai 
landasan dari pada pembentukan desa tersebut. Terkait pemekaran desa binanga 
karaeng dan desa pangaparang seperti yang terjadi di beberapa desa yaitu mengikuti 
sebuah tujuan umum pemekaran bahwa tujuan pembentukan, pemekaran, 
penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan 
perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan 
keamanan dan ketertiban, serta adanya peningkatan hubungan serasi antara pusat 
dan daerah. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui upaya peran elite lokal dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat pasca pemekaran. 
b. Untuk mengetahui kondisi riil kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa. 
2. Manfaat penelitian 
a. Memberikan kontribusi pemikiran yang obyektif kepada semua masyarakat, 
peneliti maupun pihak yang tertarik mengenai studi pemekaran desa dan elite lokal. 
b. Sebagai referensi bagi penulis, peneliti maupun ahli ilmu politik tentang 
pemekaran desa terkait dengan elite lokal dan kesejahteraan masyarakat. 
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c. Memberi sumbangan pengetahuan terhadap Jurusan Ilmu Politik terkait dengan 
hubungannya kebijakan publik.  
 
E. Kajian Pustaka 













































































































































































di Desa Kapu 
Jaya 
                                                          
1 4Laurensia Karinda, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kinerja Hukum Tua Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara 
Kabupaten Minahasa) Jurnal Politico, Vol 2 No 6, 2015 - Ejournal.Unsrat.Ac.Id 





















































                                                          
1 5 Made Mudana etc., “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur 
Di Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan”, Jurnal Ekonomi 1 no. 1 
2016. 






















































































A. Teori Peran 
Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau 
memegang pimpinan yang utama.1 7 Peran menurut defenisi para ahli menyatakan 
bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang yang 
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. 
Menurut Levinson, peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:1 8 
                                                          
1 6 Hasriani, “Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di 
Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali” Jurusan Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univesitas Halu Oleo Kendari, 2016. 
1 7 Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), h. 735. 
 1 8Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2004), h. 243-244. 
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a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat, peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan 
yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.  
b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.  
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial. 
Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, 
orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan 
masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu 
tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus 
bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia 
mengharapkan berperilaku secara tertentu.  
Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan 
Thomas teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut: 
a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;  
b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;  
c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;  
d. Kaitan antara orang dan perilaku.  
Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya 
sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar 
seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang 
18 
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mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya 
adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku 
ditentukan oleh peran sosial. 
Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang 
diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu 
system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar 
dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari 
seesorang pada situasi sosial tertentu.1 9 
Seseorang yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang tadi 
berperilaku sesuai dengan peran tersebut, bahwa peran elite dalam pemekeran desa 
berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraanya. 
B. Elite Dan Kekuasaan  
Konsep elite ini disebut oleh Amrianto sebagai orang yang berhasil menjadi 
pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Elite ini tidak 
seharusnya statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan barat, kuasa elite 
tersebut berdasarkan tradisi, keluarga dan agama. Elite tradisional termasuk 
pemimpin agama, golongan elite tradisional, tuan tanah dan orang-orang dari 
kawasan yang telah diberi hak istimewa oleh pemerintah kolonial. Seorang anggota 
elite dapat menganggotai beberapa kategori tersebut misalnya, seseorang anak raja 
                                                          
1 9Gana Syakira, “Teori Peran” (Online). Tersedia: http://syakira blog. Blogspot.Com/2009/ 
01/konsep-diri-peran.html (diakses 12 oktober 2018) 
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mungkin juga seorang pemimpin agama juga dapat menjadi seorang tuan tanah 
yang mempunyai beberapa kepentingan tertentu.2 0 
Elite dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang-orang terbaik atau 
pilihan di suatu kelompok atau suatu kelompok kecil orang-orang terpandang atau 
berderajat tinggi seperti bangsawan, cendekiawan dan lain sebagainya.2 1 Konsep 
elit pertama kali digunakan untuk menyatakan “bagian yang menjadi pilihan atau 
bunga” dari barang-barang yang ditawarkan untuk dijual sebagai tanda obyek-
obyek yang dijual tersebut mempunyai nilai pilihan. Kata elit sendiri berasal dari 
kata latin eligere yang berarti ”memilih” yang kemudian digunakan dalam arti yang 
paling umum yaitu sekelompok orang yang memegang posisi terkemuka dalam 
suatu masyarakat.  
Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal 
dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang 
menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis 
ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang 
membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubenur, 
Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik. Sedangkan 
Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis 
dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. 
                                                          
2 0Amrianto, Peranan Elite Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan 
Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi, Jurnal Politico 1, No 7 (2015) h.4 
2 1Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.294 
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Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, 
kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elite lokal ini diharapkan 
selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan 
penjelasan mengenai hubungan antar-elite politik maupun elite mesyarakat dalam 
proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal.2 2 
Menurut Karl Marx, elite politik terdapat tiga macam, diamana elite dapat 
berubah dengan melalui revolusi. Diantaranya: pertama, Metode Posisi, elite politik 
adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system politik. 
Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas 
nama Negara. Elite ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi 
dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan. Para elite politik ini setiap hari 
membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat. Kedua, Metode 
Reputasi, elite politik ditentukan bedasarkan reputasi dan kemampuan dalam 
memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan 
politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketiga, Metode Pengaruh, 
elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan 
kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat 
sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan 
mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam 
masyarakat dapat dikategorikan sebagai elite politik.2 3 
                                                          
2 2 S.P. Varma,Teori Politik Modern, (Jakarta: Rajawali Pres, 1987), h. 203 
2 3 S.P. Varma,Teori Politik Modern, (Jakarta: Rajawali Pres, 1987), hlm 34 
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Elit menurut Keller pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritas-
minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara 
yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi 
tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup 
penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya 
tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk 
tergantikan. 
Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elit mempunyai posisi tertentu 
yang memberikan kekuasaan menentukan dalam sutau proses pengambilan 
keputusan. Pareto menjelaskan elit dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang 
terbagi menjadi elit yang memerintah (governing elit) dan elit yang tidak 
memerintah (non governing elit), sedangkan dalam masyarakat juga terdapat 
lapisan yang lebih rendah (non elit). 
Berbicara konsep elite yang terjadi pada tataran politik lokal maka tidak 
akan jauh dari konsep kekuasaan. Kekuasaan dibangun tentunya dengan modal 
sosial ataupun dengan elite lokal kekuasaan pada tataran desa khususnya, sangat 
lumrah terjadi. Kekuasaan ini menurut Charles F. Andrain berpendapat tentang 
definisi kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah besar sumber daya (aset, 
kemampuan) untuk mendapatkan kepatuhan (sikap) dari dari orang lain. Oleh 
karena itu, kekuasaan dianggap sebagai suatu hubungan karena pemegang 
kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan atau 
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penguasa bisa berupa orang atau sekelompok orang, demikian halnya dengan objek 
kekuasaan juga sama.2 4   
Sesuai dengan konsep Islam, kekuasaan atau kepemimpinan ialah merupakan suatu 
amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, serta memiliki suatu 
pertanggungjawaban baik di dunia dan di akhirat. Hal tersebut dikemukan dalam 
sabda Rasululllah Saw yaitu: Abu Sa’id ‘Abdurrahman bin Samurah berkata, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata padaku, 
 ِْنإ OَﱠQِRَS ، َةَرWXَYِا َِل\]َْ^ َ_ ِ` aَbْ ﱠcdا eَfْgَ Wَh َdِإ iَjْkُِو oٍَdَ\]ْXَ ْ` gَ Wَpَqrsِgُْأ  ْr ، Wَp
Wَprَْjgَ iَuْgُِأ oٍَdَ\]ْXَ cِrْvَ ْ` gَ Wَpَqrsِgُْأ ِْنإَو 
Artinya: 
“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan 
karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, 
engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun, jika engkau diberi 
kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan 
kekuasaan tersebut.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 7146 dan Muslim 
no. 1652).2 5 
                                                          
2 4Wein Arifin, “teori elite dan kekuasaan”https://weinarifin.wordpress.Com/2015/05/27/ 
teori-elite-dan-kekuasaan, (7 juli 2018)   
2 5 https://muslim.or.id/20299-jangan-meminta-kekuasaan.html, diakses pukul 22.15 
wita. 
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Sesuai dengan hadist diatas dijelaskan bahwa janganlah kalian meminta 
kekuasaan karena sesungguhnya itu berat dan apabila kalian diberi kekuasaan tanpa 
memintanya maka jalankan sesuai amanah dan seadil-adilnya, Pemimpin yang 
dzalim sangat ditekankan bahwa tiada keberkahan dalam kepemimpinannya. Oleh 
karena itu, seorang pemimpin harus memikirkan kondisi ke depan rakyatnya yang 




C. Kebijakan Publik Dan Kesejahteraan Desa 
Suatu kebijakan pasti menuai pro dan kontra juga pada kasus pemekaran 
desa. Kebijakan publik pun harus memperhitungkan tujuan utamanya yaitu demi 
kesejateraan masyarakat tempat dilakukannya otonomi atau pemekaran desa 
tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam pembahasan ini maka perlu dijelaskan 
lebih rinci kedua pembahasan sub bab ini. Kebijakan publik terdiri atas dua kata 
yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.2 6 
Sedangkan kebijakan publik menurut Easton yang kemudian dikutip oleh 
Taufiqurokhman bahwa kebijakan publik sebagai “the authoritative al-location of 
                                                          
2 6Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,2007). h.149 
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values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa 
kepada seluruh anggota masyarakat. Sedangkan ahli lainnya mengatakan bahwa 
kebijakan publik adalah usaha pemerintah sebagai solusi untuk memecahkan 
masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu 
pada lembaga-lembaga yang berhubungan dengan masyarakat tersebut.2 7 
Kebijakan publik dibalik sisi memiliki prinsip, oleh Taufiqurokhman 
memberikan keterangan tentang hal tersebut, yaitu:  
Ketika  kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan public tersebut akan 
mendapat resistensi ketika diimplementasikan.Sebaliknya suatu kebijakan 
publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lingkup kebijakan publik sangat 
luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti 
kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, 
pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, 
kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, 
Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.2 8 
                                                          
2 7Taufiqurokhman, Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada 
Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan (Jakarta, Fakultas Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014) h.3-4  
2 8Taufiqurokhman, Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada 
Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. h.13 
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Keterangan di atas telah diketahui bahwa kebijakan publik memiliki tujuan 
terhadap kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, sangat penting untuk 
membahas hal tersebut. Kesejahteraan masyarakat dalam kaca mata para peneliti 
khususnya ditulis oleh Agus Suryono yang berjudul kebijakan publik untuk 
kesejahteraan rakyat secara jelas dan sangat mengaitkan konsep Negara 
kesejahteraan dengan kebijakan publik. Untuk menjelaskan kata tersebut, Agus 
Suryono menjelaskan arti kesejahteraan rakyat, yaitu:  
1. Istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan kondisi manusia yang baik, 
dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai. 
2. Tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau 
manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara 
formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan 
ekonomi).  
3. Tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan 
pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang 
digunakan dalam ide negara kesejahteraan (welfare state).  
4. Tinjauan lain  (seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), 
sejahtera menunjuk ke aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada 
orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja; atau yang 
keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak 
cukup atau tidak layak secara manusiawi; atau jumlah yang dibayarkan biasanya 
jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa juga karena memiliki kondisi khusus, 
seperti adanya bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur); atau kondisi lain, 
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seperti ketidakmampuan atau kewajiban untuk menafkahi keluarga atau menjaga 
anak (yang mencegahnya untuk dapat/bisa bekerja), karena di beberapa kasus 
negara penerima dana diharuskan bekerja, yang dikenal dengan istilah workfare. 
Hal ini,  tampaknya berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, kasus Bantuan 
Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLST) atau bentuk-
bentuk bantuan lain yang lebih bersifat kedermawanan (charity), yakni tidak ada 
kewajiban atau keharusan bagi penerima untuk bekerja. 2 9 
Sudah jelas dari tulisan di atas tentang aspek kesejateraan rakyat. Oleh 
karena itu, aspek kebijakan publik harus beriorentasi pada pencapaian 
kesejahteraan masyarakat dengan memerhatikan jalurnya, yaitu:3 0  
a. Identifikasi dan penentuan kesejahteraan masyarakat 
b. Memecahkan masalah  
c. Perumusan kebijakan publik 
d. Pemenuhan kebijakan sosial secara keseluruhan. 
 Penggambaran dalam ayat Al-Qur’an tentang kesejahteraan  dalam Surah Ali 
'Imran (Keluarga 'Imran):Ayat 159 
 
                                                          
2 9Agus Suryono “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”, Jurnal Ilmiah Ilmu 
Administrasi 6 No 2 (2014) h.99 
3 0Agus Suryono “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”, h.100 




Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.3 1 
D. Otonomi Daerah Dan Pemekaran Desa 
Melihat Indonesia dengan kaca mata pembangunan maka seseorang akan 
melihatnya dengan masalah ekonomi dan politik. Hal ini erat kaitannya dengan 
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai sebuah solusi dalam 
pemecahan dari kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Pratikno 
dalam sebuah pengantar buku yang ditulis oleh Khoiruddin bahwa kebijakan 
desentralisasi, otonomi daerah bahkan demokrasi daerah perlu diarahkan dalam hal 
peningkatan kinerja pelayanan publik, kesejahteraan dan keadilan sosial.3 2  
                                                          
3 1 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka AS, 1990) 
h.104 
3 2Pratikno “Pengantar” dalam Khoiruddin, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: 
Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah (Malang:Averroes Press, 2005) h.xviii 
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Melakukan perubahan demi kebaikan sesungguhnya telah diatur dalam 
agama Islam. Hal tersebut termaktub dengan Firman Allah Swt dalam surah ar-
Ra’d/13:11 yang berbunyi: 
… çµs9 ×M≈ t7Ée) yèãΒ .ÏiΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ ù= yz … çµtΡθÝà x øts† ôÏΒ Ì øΒ r& «! $# 3 āχ Î) ©! $# Ÿω ç Éi tóãƒ $tΒ BΘ öθ s)Î/ 4 ®L ym 





Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.3 3 
Penjelasan ayat tersebut di atas sama dengan QS. Al-Anfal 8/53 yaitu 
“(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak 
akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, 
hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan 
                                                          
3 3 Kementerian Agama RI,  al-Quran dan Terjemahnya, h.370 
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Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” Bisa disimpulkan 
kedua ayat tersebut berbicara tentang perubahan, baik yang sifatnya positif ke 
negatif atau sebaliknya. Kata kaum tersebut menurut Quraish Shihab adalah hukum 
kemasyarakatan bermakna umum atau seluruh elemen masyarakat, tidak melihat 
ras, agama, serta suku.3 4 
Kekuasaan Tuhan meliputi langit dan bumi, namun Allah Swt menegaskan 
bahwa syarat keberhasilan atau kemajuan itu berawal dari seseorang itu sendiri atau 
kelompok. Begitupun negara atau daerah, dalam hal ini pemerintah bersama 
rakyatnya harus bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas hidup, sejahtera 
dan beriman kepada Allah Swt. Salah satu dari upaya pemerintah dalam mencapai 
tujuan tersebut ialah dengan melaksanakan kegiatan otonomi daerah agar kemajuan  
merata khususnya pada tingkat desa.   
Desentralisasi atau otonomi daerah ternyata terdapat beberapa kecemasan 
seperti sempitnya jangkauan geografis kebijakan publik, yang jelas akan 
mempengaruhi pada tataran wilayah ekonomi. Hal tersebut diartikan bahwa jika 
setiap masing-masing daerah menuntut proses administrasi maka jelas otonomi 
daerah akan mempersulit aktifitas fungsional lintas daerah. Selain itu, kepentingan 
otonomi daerah yang tinggi dan yang rendah akan mengakibatkan konflik 
khususnya di bidang teritori administrasi. Oleh karena itu, akibat otonomi daerah 
                                                          
3 4 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 6 (Jakarta, ) h. 231-232 
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ini pula menyebabkan banyak hilangnya otoritas kontrol terhadap pemerintah 
daerah yang di bawah.3 5    
Kegiatan otonomi pada dasawarsa sekarang ini, Presiden Republik 
Indonesia mengeluarkan kebijakan pada taraf pemerintahan terendah yakni desa 
dengan memberi dana yang sangat besar. Aspek dari respon beberapa daerah di 
Indonesia mengakibatkan terjadinya pemekaran desa yang sangat signifikan seperti 
yang telah dikemukakan pada bagian awal. Tujuan dari pemekaran desa ini juga 
sejalan dengan otonomi daerah atau merupakan bagian dari kegiatan otonomi 
daerah yakni memajukan kualitas hidup masyarakat khususnya pada kesejahteraan 
dan tersedianya pelayanan publik dalam desa.  
Kata pemekaran desa telah banyak dibahas oleh beberapa ahli.  Menurut 
Made Mudana dkk bahwa pemekaran desa ialah perubahan yang berwawasann 
lingkungan yang terjadi pada suatu desa. Pemekaran desa pada dasarnya merupakan 
suatu proses pembagian wilaya h desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar 
prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun 
sosial budaya masyarakat setempat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan 
pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan 
dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan.3 6 
Pemekaran desa dilakukan karena peningkatan kualitas daerah dan 
masyarakatnya. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
                                                          
3 5Pratikno “Pengantar” dalam Khoiruddin, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: 
Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah. h.xix-xx 
3 6Made Mudana etc., “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di 
Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan”, Jurnal Ekonomi 1 no. 1 
(2016): h.23 
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memberi juga peluang kepada daerah yang memenuhi syarat serta memiliki potensi 
untuk dijadikan daerah otonom melalui pemekaran desa.3 7 Namun akan tetap saja 
daerah yang telah dimekarkan peningkatan masih tertinggal dari daerah yang lain. 
Hal ini dikemukakan oleh A. Faisal Yusni Huda dkk bahwa ketertinggalan tersebut 
disebabkan karena pembangunan dalam suatu daerah otonomi baru dilakukan 
secara massif. Oleh karena itu, pemerintah daerah otonomi baru harus berjuang 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.3 8 
Kekhususan otonomi daerah pada tingkat desa ini karena desa bila ditinjau 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan 
bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang penting dari 
desa ini ialah menurut Jeilen Poli bahwa:  
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian 
dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian 
dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak 
mengatur wilayahnya lebih luas.3 9 
                                                          
3 7Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daera Secara 
Langsung (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) h.2 
3 8A. Faizah Yusni Huda etc., “Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa”, Jurnal 
Administrasi Publik 2, no. 4 ( 2014 ) h. 627  
3 9Jeilen Poli, Efektifitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik. 
Jurnal Eksekutif 1, no 7 (2016). h.4 
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Pemerintah kecamatan atau kabupaten tidak dapat memberi perintah terkait 
dengan aturan-aturan daerah yang dibuat kepada pemerintah desa, karena desa juga 
memiliki otonomi terkait dengan aturan-aturan daerahnya masing-masing. Oleh 
karena itu, pola desentralisasi atau otonomi daerah diharapkan dapat mencapai 


























A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan 
perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini 
dikarenakan penulis ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat 
dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji.4 0 
B. Lokasi penelitian 
Penulis akan melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Binaga Karaeng 
dan Desa Pangaparang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dengan 
menganalisis Peran Elite Lokal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pasca 
Pemekaran Desa Binanga Karaeng dan Desa Pangaparang di Kecamatan Lembang 
Kabupaten Pinrang.  
C. Jenis Data 
a. Data primer yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penulis dan 
hasil observasi, data primer pada dasarnya memilih metode untuk 
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. 
                                                          





b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan, dapat 
dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh 
pihak lain. Peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui sumber data 
sekunder.4 1 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu: 
1. Metode Observasi 
Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. 
2. Metode Wawancara 
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 
Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu wawancara tak 
terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering 
juga disebut sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, 
wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended interview), 
wawancara etnografis : sedangkan wawancara terstruktur sering juga 
disebut wawancara baku (standardized interview), yang susunan 
                                                          
4 1 Mudrarajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga 




pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan 
pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.4 2 
Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 
1) Kepala Desa Pangaparang  
2) Kepala Desa Binanga Karaeng 
3) Sekertaris Desa Pangaparang 
4) Kepala Dusun Pangaparang  
5) Tokoh Masyarakat Pangaparang  
6) Tokoh Agama Pangaparang  
7) Tokoh Pemuda Pangaparang 
8) Tokoh Pemuda Binanga Karaeng 
9) Masyarakat setempat sebanyak 2 Orang 
3. Dokumentasi 
Yaitu cara untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam 
bentuk tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang sesuai dengan 
peristiwa yang akan diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan 
metode dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi 
sumber yang relevan. 
E. Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis 
transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode 
                                                          
4 2Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan 




analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model 
analisis interaktif.4 3 
Adapun tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 
di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang 
mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan 
mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun 
untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam 
penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan table bagi data 
kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang 
baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukan untuk melangkah kepada 
tahapan penelitian kualitatif selanjutnya. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian 
dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/kesimpulan 
sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut. 
                                                          






Ketiga komponen tersebut satu sama lain saling berkaitan erat dalam sebuah 
siklus. Peneliti bergerak di antara ketiga komponen tersebut. Hal ini dimaksudkan 
untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan 
rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif sebagai hasil pemahaman dan 














                                                          





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabuputen Pinrang 
Kabupaten pinrang merupakan salah satu kabupaten di propinsi sulawesi 
yang terletak kira-kira 185 Km disebelah utara kota makassar (Ibukota Propinsi 
Sulawesi Selatan). Secara astronomis, kabupaten pinrang terletak antara 3ᵒ19’-
4ᵒ10’ Lintang Selatan dan 119ᵒ26’-119ᵒ47’ Bujur Timur masing-masing berbatasan 
dengan : 
• Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja 
• Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang 
• Sebelah Selatan : Kota Pare-Pare 
• Sebelah Barat : Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) 
Wilayah administrasi kabupaten pinrang terbagi dalam 12 kecamatan dan 
108 Desa/Kelurahan (39 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km². 
Adapun kecamatan lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 
Km².4 5  
 
 
                                                          






Nama-Nama Kecamatan Kabupaten Pinrang dan Jumlah Penduduk dan 
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten  Pinrang, 2017. 





Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 




13.773 14.767 28.540 93,27 
3. Lanrisang 8.413 9.362 17.775 89,86 




27.396 28.576 55.972 95,87 
6. Paleteang 19.821 20.576 40.397 93,33 
7. Tiroang 10.900 11.309 22.269 95,87 
8. Patampanua 16.058 17.068 33.126 94,08 
9. Cempa 8.763 9.334 18.097 93,88 
 10. Duampanua 22.038 23.723 45.761 92,90 
11. Batulappa 4.907 5.191 10.098 94,53 
12. Lembang 19.356 20.429 39.785 94,75 




Jumlah penduduk kabupaten pinrang pada tahun 2017 sebanyak 372.230 
jiwa yang terdiri dari 180.586 jiwa penduduk laki-laki dan 191.644 penduduk 
perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto 
yaitu sebesar 55.972 jiwa. Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan 
antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu 
daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin kabupaten pinrang tahun 2017 
sebesar 94,2. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 
penduduk laki-laki.4 6 
Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. 
Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di 
suatu wilayah. Kepadatan penduduk di kabupaten pinrang pada tahun 2017 sekitar 
187,7 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan watang 
sawitto yaitu sekitar 1.076 jiwa/Km².sedangkan kepadatan terendah berada di 
kecamatan lembang yaitu sekitar 54 jiwa/Km².4 7 
2. Lokasi Penelitian  
Adapun yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis adalah Desa Binanga 
Karaeng dan Desa pangaparang yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten 
Pinrang. Kecamatan Lembang merupakan salah satu kecamatan yang ada di 
kabupaten pinrang, dengan luas wilayah 733,09 km². Kecamatan Lembang 
memiliki 16 Desa/Kelurahan dengan jumlah peduduk 39.785 jiwa. Jarak kecamatan 
                                                          
4 6 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2018, 
hal.37 





dari Ibukota Kabupaten Pinrang yakni 35 Km². dan Tinggi Wilayah di atas 
Permukaan Air Laut yakni 1908ᵒ (DPL).4 8 Berikut Tabel Nama-Nama 
Desa/Kelurahan, Kecamatan Lembang. 
Tabel 2 
Nama-Nama Kecamatan Lembang secara administratif terbagi 
kedalam 16 Desa/Kelurahan. 





1. Binanga Karaeng 








10. Betteng Paremba 
11. Sali-Sali 
12. Suppirang 
13. Lembang Mesakada 
14. Basseang 
                                                          





16. Bakaru  
Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2018. 
Dari tabel diatas dapat kita lihat pembagian wilayah di kecamatan lembang 
yang terdiri dari 16 Desa/Kelurahan. Yang dimana pusat dari kecamatan lembang 
terletak di Desa Sabbang Paru/Tuppu. 
1. Kondisi Riil Sebelum pemekaran Desa Pangaparang dari Desa Binanga 
Karaeng. 
1) Keadaan Sosial .Penduduk 
a. Jumlah Penduduk 
Penduduk Desa Binanga Karaeng terdiri atas 1.442 KK dengan total jumlah 
jiwa 4.530 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan 
laki-laki. 
Tabel 3 
Keadaan sosial penduduk binanga karaeng 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
2.082 2.330 4.412 
Sumber:RPJM Desa Binanga Karaeng Tahun 2013-2019 
b. Tingkat Kesejahteraan 







Tingkat kesejahteraan desa binanga karaeng 
Prasejahtera Sejahtera Total 
KK KK 1.442KK 
Sumber: RPJM Desa Binanga Karaeng Tahun 2013-2019 
2) Keadaan Ekonomi Penduduk 
Desa Binanga Karaeng adalah salah satu desa sedang di wilayah Kabupaten 
Pinrang. Karena infrastruktur di desa ini belum sepenuhnya permanen masih 
ada akses jalan desa ini masih jalan tanah sebagaian besar penduduk di desa ini 
bekerja sebagai petani. Berikut perbandingan persentase jenis mata 
pencaharian penduduk. 
Tabel 5 
Keadaan Ekonomi Penduduk Binanga karaeng 











3) Kondisi Pemerintahan Desa 
a. Pembagian Wilayah Desa 
Desa Binanga Karaeng terdiri atas tiga (3) dusun yakni Dusun Pajalele,Dusun 
Salopi dan Dusun Pangaparang dengan jumlah Rukun Keluarga (RK) sebanyak 
sembilan (9). Berikut daftar nama dusun dan jumlah RK-nya. 
Tabel 6 
Pembagian Wilayah Desa Binaga Karaeng 




Total  9 
  Sumber:RPJM Desa Binanga Karaeng Tahun 2013-2019 
Sebelum pemekaran, Desa Pangaparang masih berstatus sebagai dusun 
Pangaparang di Desa Binanga Karaeng. Desa Binanga Karaeng merupakan salah 
satu desa dari empat belas (14) desa dan dua (2) Kelurahan yang ada di Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang. Desa Binanga Karaeng adalah desa dataran/pesisir 
yang memiliki sumber daya alam diantaranya pertanian, perkebunan dan kelautan.4 9 
 
 
                                                          




2. Kondisi Riil Setelah Pemekaran Pangaparang dari Desa Binanga Karaeng 
1) Keadaan Sosial Penduduk 
a. Jumlah Penduduk 
   Penduduk Desa Pangaparang terdiri atas 476 KK dengan total jumlah jiwa 
1565 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki. 
Tabel 7 
Jumlah Penduduk Desa Pangaparang 
Sumber:RPJM Desa Pangaparang 2013 
b. Tingkat Kesejahteraaan 
Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di desa Pangaparang. 
Tabel 8 
Tingkat Kesejahteraan desa pangaparang 
Prasejahtera Sejahtera Total 
358 KK 118 KK 476 KK 
Sumber:RPJM Desa Pangaparang 2013 
2) Keadaan Ekonomi Penduduk 
Laki-laki Perempuan Total 




 Desa Pangaparang adalah salah satu desa tertinggal di wilayah kabupaten 
Pinrang. karena infrastruktur di desa ini belum memadai terutama akses jalan ke 
desa ini masih jalan tanah sebagian besar penduduk di desa ini bekerja sebagai 
petani. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk.  
Tabel 9 
Keadaan Ekonomi Penduduk Pangaparang 
Mata Pencaharian Persentase 
Petani 97 % 
Peternak 0,11 % 
Wiraswasta 1,46 % 
PNS 0,50 % 
Tukang Batu 0,10 % 
Tukang Kayu 1,10 % 
Sumber:RPJM Desa Pangaparang 2013 
3) Kondisi Pemerintah Desa 
a. Pembagian Wilayah Desa 
Desa Pangaparang terdiri atas empat (4) dusun yakni Dusun Tanah Lita 







Pembagian Wilayah Desa Pangaparang 
Sumber:RPJM Desa Pangaparang 2013 
Desa Pangaparang merupakan salah satu Desa dari empat belas (14) dan dua 
(2) Kelurahan yang ada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa 
Pangaparang terdiri atas empat (4) dusun yakni Dusun Tanah Lita, Dusun Tigaru 
dan Dusun Bakkila serta Dusun Parragaan adalah desa pertanian dan 
perkebunanan/kehutanan. Desa ini sebelumnya adalah bagian dari Desa Binanga 
Karaeng yang merupakan salah satu dusun dari Desa Binanga Karaeng yaitu Dusun 
Pangaparang. 
Berdasarkan surat keputusan Bupati Pinrang Nomor : 140/14/2013  tanggal 
ditetapkan 16 Oktober 2012 tentang pembentukan desa persiapaan menjadi Desa 
dalam wilayah daerah Kabupaten Pinrang, maka sejak itu terbentuklah Desa 
Pangaparang. Seperti halnya desa lain, Desa Pangaparang diambil dari pengkajian 
Historisnya, Nama dari Kata Pangaparang berasal dari kata " Pangapa " artinya 
Nama Dusun Jumlah RT 
Tanah Lita 1 RW, 1 RT 
Tigaru 1 RW, 1 RT 
Bakkila 1 RW, 1 RT 




menyusun kata-kata atau bermusyawarah, sedangkan " Rang " artinya Tempat, jadi 
Pangaparang artinya Tempat Bermusyawarah. Sejak zaman kerajaan di Pinrang, 
Pangaparang merupakan Pusat Permusyawaratan yang dihadiri oleh para kepala 
kampung yang disebut (Ma’dika).  
Jadi Nama Dusun di Desa Pangaparang mempunyai nilai historis yakni 
Dusun Tanah Lita, Dusun Tigaru, Dusun Bakkila dan Dusun Parragaan. Masyarakat 
Desa Pangaparang memiliki ciri khas tersendiri, kekentalan budaya dan hubungan 
kekerabatan yang masih kuat sehingga persatuan dan rasa kebersamaan masih 
dikedepankan. Hal ini dapat terlihat dalam aktifitas keseharian masyarakat. 
Misalnya gotong royong dalam membangun desa dan sifat kekeluargaan dalam 
menyelesaikan perkara.5 0 
Sebagai usulan pembentukan desa, pemerintah desa binanga karaeng 
mengeluarkan surat kepada bapak bupati pinrang melalui camat lembang kemudian 
tembusan kepada Ketua DPRD kabupaten pinrang, menyampaikan sebagai tindak 
lanjut pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa 
dan pemendagri nomor 5 tahun 1981 tentang pembentukan/ pemecahan desa serta 
perda kabupaten pinrang nomor 12 tahun 2003 Tentang perubahan peraturan daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Pembentukan penghapusan dan 
penggabungan desa Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2008 
Tentang pembentukan penggabungan dan penghapusan desa. Maka dengan ini 
diusulkan : 
                                                          




a) Sebagai dusun dari desa binanga karaeng yaitu dusun Pangaparang akan 
dibentuk menjadi satu desa persiapan dengan nama desa Pangaparang. 
b) Dua dusun lainnya yaitu dusun Pajalele dan dusun Salopi tetap menjadi 
wilayah desa Binanga karaeng (Desa Induk). 
Sebagai bahan pertimbangan dalam pengusulan pemecahan/pembentukan 
Desa, maka bersama ini kami lampirkan bahan (Data) kelengkapan dari Desa yang 
akan dimekarkan dan Desa baru yang dibentuk sebagai berikut : 
a. Rekomendasi dari Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Binanga Karaeng. 
b. Gambar Peta Desa Binanga Karaeng, Profil, Luas Wilayah, Jumlah 
Penduduk serta jumlah Kepala Keluarga sebelum di mekarkan. 
Gambar Peta Desa “PANGAPARANG” Profil, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk 
serta jumlah Kepala Keluarga sebelum di mekarkan. 
Adapun titik fokus penelitian oleh penulis adalah Desa Binanga Karaeng 
dan Desa Pangaparang. Desa Binanga Karaeng merupakan daerah dataran yang 
berbatasan Sebelah Utara Desa Pangaparang. Sebelah Timur Desa Sabbang Paru. 
Sebelah Selatan Selat Makassar. Sebelah Barat Desa Paku (Sulawesi Barat). Luas 
wilayah 10,30 km2 . Jarak Ibu Kota Kecamatan dari Desa Binanga Karaeng 4 Km². 
Jarak Ibu kota Kabupaten Dari Desa Binanga Karaeng 42 Km². Jarak Ketinggian 
Air Laut dari Desa Binanga Karaeng <100 Meter. Jumlah Dusun sebanyak 2 (dua) 
Dusun yang terdiri dari Dusun Salopi dan Pajalele. Memiliki jumlah penduduk 
2.970 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 282 jiwa persegi/Km².5 1 Sedangkan Desa 
                                                          




Pangaparang merupakan daerah dataran yang berbatasan Sebelah Utara Desa 
Betteng Paremba. Sebelah Timur Desa Sabbang Paru. Sebelah Selatan Selat 
Binanga Karaeng. Sebelah Barat Desa Paku (Sulawesi Barat). Luas Wilayah Desa 
Pangaparang sekitar 13,82 km². sebagian besar lahan di Desa Pangaparang 
digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan. Keadaan Topografi Secara 
umum keadaan topografi Desa Pangaparang adalah daerah dataran rendah dan 
dataran tinggi dengan dibagi empat (4) dusun yakni Dusun Tanah Lita, Dusun 
Tigaru dan Dusun Bakkila serta Dusun Parragaan. Memiliki jumlah penduduk 
1.565 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 113 jiwa persegi/Km². Iklim Desa 
Pangaparang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis 
dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan. Jarak Ibu Kota Kecamatan dari Desa 
6 Km². Jarak Ibu kota Kabupaten Dari Desa Pangaparang 44 Km². Ketinggian Air 
Laut dari Desa Pangaparang <100 Meter.5 2 
1) Sejarah Desa 
a. Desa Binanga Karaeng  
Desa Binanga Karaeng merupakan salah satu desa dari empat belas (14) 
desa dan dua (2) Kelurahan yang ada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 
Desa Binanga Karaeng terdiri dari 2 dusun yakni Dusun Pajalele dan Dusun Salopi. 
Desa Binanga Karaeng adalah desa dataran/pesisir yang memiliki sumber daya 
alam diantaranya pertanian, perkebunan dan kelautan.  
                                                          




Sekitar tahun (1940an) Desa Binanga Karaeng masih status Listrik yang 
dipimpin oleh KILA. Kemudian selanjutnya P.ALISYAH dan berubah nama 
menjadi Desa Kalang-Kalang. Kemudian P.ACO. Pada tahun (1977-1993) 
selanjutnya Desa Kalang-Kalang berubah menjadi Desa Binanga Karaeng, dan 
selaku Kepala Desa adalah A.Pawallangi melalui pemilihan langsung dari 
masyarakat. Pada tahun (1993-2001) dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa 
melalui pemilihan langsung dan yang terpilih adalah A.Syabrulsyah Cambo. Pada 
tahun (2001-2006) dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa melalui pemilihan 
langsung dari masyarakat dan yang terpilih adalah A.Syabrulsyah Cambo. Pada 
tahun (2007-2013) ASTAR, S.Ag terpilih menjadi Kepala Desa Binanga Karaeng 
yang ke 7 (Tujuh) tahun melalui pemilihan langsung. dan dilakukan kembali 
pemilihan Kepala Desa melalui pemilihan langsung dari masyarakat dan yang 
terpilih kembali adalah ASTAR, S.Ag.5 3 
b. Desa Pangaparang 
Desa Pangaparang merupakan salah satu Desa dari empat belas (14) dan dua 
(2) Kelurahan yang ada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa 
Pangaparang terdiri atas empat (4) dusun yakni Dusun Tanah Lita, Dusun Tigaru 
dan Dusun Bakkila serta Dusun Parragaan adalah desa pertanian dan 
perkebunanan/kehutanan. Desa ini sebelumnya adalah bagian dari Desa Binanga 
Karaeng yang merupakan salah satu dusun dari Desa Binanga Karaeng yaitu Dusun 
Pangaparang. 
                                                          




Berdasarkan surat keputusan Bupati Pinrang Nomor : 140/14/2013  tanggal 
ditetapkan 16 Oktober 2012 tentang pembentukan desa persiapaan menjadi Desa 
dalam wilayah daerah Kabupaten Pinrang, maka sejak itu terbentuklah Desa 
Pangaparang. Seperti halnya desa lain, Desa Pangaparang diambil dari pengkajian 
Historisnya, Nama dari Kata Pangaparang berasal dari kata " Pangapa " artinya 
menyusun kata-kata atau bermusyawarah, sedangkan " Rang " artinya Tempat, jadi 
Pangaparang artinya Tempat Bermusyawarah. Sejak zaman kerajaan di Pinrang, 
Pangaparang merupakan Pusat Permusyawaratan yang dihadiri oleh para kepala 
kampung yang disebut (Ma’dika). Jadi Nama Dusun di Desa Pangaparang 
mempunyai nilai historis yakni Dusun Tanah Lita, Dusun Tigaru, Dusun Bakkila 
dan Dusun Parragaan. Masyarakat Desa Pangaparang memiliki ciri khas tersendiri, 
kekentalan budaya dan hubungan kekerabatan yang masih kuat sehingga persatuan 
dan rasa kebersamaan masih dikedepankan. Hal ini dapat terlihat dalam aktifitas 
keseharian masyarakat. Misalnya gotong royong dalam membangun desa dan sifat 





                                                          









Gambaran Tentang Peristiwa Perkembangan Desa Pangaparang 








Terbentuknya Desa Persiapan Pangaparang sebagai 
Pemekaran dari Desa Binanga Karaeng 
2013 
Terbentuknya Desa Pangaparang berdasarkan SK Bupati 
Pinrang Nomor : 140/14/2013  tanggal ditetapkan 16 Oktober 
2012 
2013 
Diangkat Penjabat Kepala Desa Pangaparang Atas Nama 
MUHAMMAD YUSUF, SE mulai tanggal 7 Januari 2013 
sampai ada Kepala Desa Yang dilantik 
 
2013 
Bulan April diadakan Pemilihan Kepala Desa Pangaparang 
yang pertama kalinya untuk periode (2013-2019 ) dan 





B. Upaya Elite Lokal Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pasca 
Pemekaran Desa Binanga Karaeng dan Desa Pangaparang di Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang 
Berbicara konsep elite yang terjadi pada tataran politik lokal maka tidak 
akan jauh dari konsep kekuasaan. Kekuasaan dibangun tentunya dengan modal 
sosial ataupun dengan elite lokal kekuasaan pada tataran desa khususnya, sangat 
lumrah terjadi. Kekuasaan ini menurut Charles F. Andrain berpendapat tentang 
definisi kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah besar sumber daya (aset, 
kemampuan) untuk mendapatkan kepatuhan (sikap) dari orang lain. Oleh karena 
itu, kekuasaan dianggap sebagai suatu hubungan karena pemegang kekuasaan 
menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan atau penguasa 
bisa berupa orang atau sekelompok orang, demikian halnya dengan objek 
kekuasaan juga sama.5 5   
  Mengacu pada elite lokal adalah individu yang memegang peran penting 
dalam keputusan-keputusan politik pada tingkat lokal. Keller berpendapat bahwa 
konsep mengenai elite yaitu:1. Elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-
pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai 
sosial.2. Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab 
dengan orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapannya. Golongan 
elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasarkan 
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adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Elite ini tidak seharusnya statis dan tidak 
bertentangan dengan kemajuan barat, kuasa elite tersebut berdasarkan tradisi, 
keluarga dan agama. Elite tradisional termasuk pemimpin agama, golongan elit 
tradisional, tuan tanah dan orang-orang dari kawasan yang telah diberi hak istimewa 
oleh pemerintah kolonial.5 6Seorang anggota elite dapat menganggotai beberapa 
kategori tersebut misalnya, seseorang anak raja mungkin juga seorang pemimpin 
agama juga dapat menjadi seorang tuan tanah yang mempunyai beberapa 
kepentingan tertentu. Dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat beberapa 
individu yang memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, mereka inilah yang 
disebut elite. 
    Berdasarkan hal diatas bahwa seorang elite dapat dikatakan mereka yang 
mempunyai pengaruh dan memiliki peranan penting dalam suatu masyarakat. 
Seperti halnya yang terjadi di Desa Pangaparang yang dimana dalam sebuah 
kelompok masyarakat terdapat beberapa individu yang memiliki pengaruh dan 
peranan penting dan dari beberapa pendapat di atas  memberikan sebuah gambaran 
bahwa peranan elite dalam sebuah masyarakat tidak dapat dihilangkan. Karena 
seorang elite yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dapat mendorong massa 
menuju kepada arah untuk mewujudkan kepentingannya. Seperti halnya yang 
dilakukan oleh Muhammad Syafri selaku Tokoh Pemuda pada saat itu dan para 
Tokoh masyarakat dalam membangun sebuah Desa Pangaparang.  
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 Desa Pangaparang adalah Desa yang dimekarkan dari Desa Binanga 
Karaeng pada tahun 2014 dengan alasan masyarakat Pangaparang menginginkan 
kesejahtera. Pada awal Desa Pangaparang ingin di mekarkan yang menjadi pelopor 
dimekarkannya Desa Pangaparang adalah para elite lokal itu sendiri karena melihat 
kurangnya peningkatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik dari sektor 
pertanian maupun dari sektor pembangunan di Desa Pangaparang.  
Setelah dilakukan pemekaran para elite lokal yang menjadi pelopor di 
mekarkannya Desa pangaparang seperti Muhammad Syafri yang merupakan salah 
satu dari pelopor dimekarkannya Desa pangaparang menjadi kepala desa yang 
diamanahkan oleh masyarakat untuk memimpin dan membangun desa 
pangaparang. Adapun yang dilakukan oleh kepala desa dan para elite lokal lainya 
yaitu: 
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
1) Pembangunan Pendidikan 
Suatu negara pasti mempunyai dan membutuhkan sumber daya manusia 
untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh negara, misalnya dalam bidang 
ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. sumber daya manusia ini harus 
dikelola dengan baik agar bakat dan kemampuannya dapat bermanfaat secara utuh, 
maksimal, dan tepat sasaran melalui metode-metode dan sistem yang efektif dan 
efisien. 
Sumber daya manusia terdiri dari dua hal, yaitu daya fisik dan daya pikir 




manusia adalah unsur utamanya, tidak peduli meskipun banyak peralatan canggih 
yang sudah bisa bekerja secara instan, namun peralatan tersebut tidak akan 
berfungsi jika tidak dikelola oleh manusia sesuai dengan kegunaannya. 
Kemampuan indonesia untuk bersaing dipasar global, kemampuan dasar 
teknologi yang dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas dibentuk melalui 
keberadaan sumber daya manusia. Indonesia harus mengejar ketertingalannya 
dalam standar pendidikan dengan negara tetangga selain kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah melalui undang-undang yakni tingginya tingkat partisipasi 
sekolah-sekolah.  
Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksud 
untuk menghasilkan generasi yang dapat menjadi penerus dalam pembangunan 
desa. Sektor pendidikan di desa pangaparang sebelum dilakukan pemekaran masih 
sangat tertinggal, hal ini dipicu karena kurang maksimalnya fasilitas pendidikan 
seperti sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah setempat sehingga 
menghambat proses pembangunan pada sektor pendidikan pada Desa Pangaparang. 
Elite lokal dalam sebuah desa diharapkan dapat menjadi solusi dalam proses 
pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat, baik pada sektor 
pendidikan, infrastruktur, pertanian dan lainnya. Sarana pendidikan merupakan 
salah satu sektor yang cukup penting dalam pembangunan sebuah daerah. Sarana 
pendidikan merupakan suatu kondisi, dimana pembangunan pendidikan di desa 




jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan jenjang 
perguruan tinggi.  
Namun setelah dilakukan pemekaran, pembangunan pada sektor pendidikan 
dalam waktu kurang lebih 5 tahun pendidikan pada Desa Pangaparang sudah mulai 
berkembang, hal ini dapat dilihat dari fasilitas pendidikan yang telah disiapkan oleh 
pemerintah misalkan yang dulunya hanya ada satu sekolah saja sekarang sudah 
menjadi dua sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim selaku Tokoh Pemuda 
Desa Pangaparang yang mengatakan bahwa: 
“Sebelum dilakukan pemekaran sekolah SDN 147 Pangaparang hanya ada 
1 tempat tapi setelah pemekaran sudah menjadi 2 tempat karena dulunya 
SD ini tidak bisa menampung siswanya sekaligus, dulu siswa SD ada yang 
sekolah pagi dan ada juga yang sore, bergantian karena kurangnya ruang 
kelas siswa untuk ditempati belajar, tapi setelah pemekaran pemerintah 
desa mengusulkan untuk membuat bangunan tambahan untuk ruang kelas 
dan sekarang bangunannya sudah digunakan oleh siswa”5 7 
Dari uraian hasil wawancara diatas menjelaskan bahwasanya pendidikan 
merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan sumber daya 
manusia. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk  memberikan 
wadah untuk mengembangkan sarana pendidikan melalui fasilitas-fasilitas yang  
disediakan.  
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Salah satu peran penting dari elit politik dalam pandangan Karl Marx yaitu 
orang yang memiliki jabatan strategis dalam struktur pemerintahan, dengan jabatan 
yang dimiliki maka tokoh tersebut dapat membuat keputusan atau kebijakan yang 
dapat mengembangkan sumber daya manusia pada daerah tersebut. Karena sadar 
dengan posisi atau jabatan yang dimiliki. 
Adapun wawancara saya dengan Muhammad Syafri Selaku Kepala Desa 
Pangaparang mengatakan bahwa; 
“Kami disini selaku aparatur desa dalam mengembangkan SDM 
memberikan wadah untuk masyarakat, kalau didesa ada namanya bidang 
pembangunan dan bidang pemberdayaan sebagai bidang pelatihan 
kelompok tani, bidang pembinaan dan bidang keagamaan”5 8 
Pemerintah Desa Pangaparang juga telah memberikan wadah kepada 
masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia pada desa pangaparang, 
misalnya dalam bidang pertanian dengan memberikan pelatihan kepada kelompok 
tani, serta bidang pembinaan dan bidang keagamaan. Hal ini guna menunjang 
masyarakat agar kiranya memberikan pengetahuan lebih dalam memahami bidang 
yang digelutinya setiap hari. 
2) Pelatihan Pertanian 
Peran posisi atau jabatan dari elit lokal, peran elit lokal juga dapat terlihat 
reputasi, elite politik ditentukan bedasarkan reputasi dan kemampuan dalam 
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memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan 
politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini juga di paparkan oleh 
Muhammad Alwi selaku Sekertaris Desa Pangaparang yang mengatakan bahwa:  
“Terkait persoalan pengembangan SDM di Desa Pangaparang, pemerintah 
desa telah melakukan berbagai terobosan demi meningkatkan kualitas SDM 
di Desa Pangaparang itu sendiri. Adapun yang telah kami lakukan 
diantaranya TGP (Teknologi Guna Pertanian) yang diadakan di balai 
pertanian Kabupaten Gowa, program TGP (Teknologi Guna Pertanian)  ini 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sektor 
pertanian secara luas”5 9 
Dari uraian wawancara diatas dapat ketahui bahwa pemerintah Desa 
Pangaparang telah menggunakan peran posisinya sebagai aparatur Desa 
Panganparang yang akhirnya menghasilkan sebuah reputasi yang cukup berguna 
untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan dihadirkan pelatihan TGP 
(Teknologi Guna Pertanian)  tersebut. Hasil yang didapatkan dari pelatihan tersebut 
cukup memuaskan karena setelah diadakan pelatihan, masyarakat mulai 
mengaktualisasikan hasil dari pelatihan dan mandiri mengelolah sistem pertanian 
masing-masing. Hal inipun di pertegas kembali oleh Muh. Arsyad selaku Kepala 
Dusun Bakkila di Desa Pangaparang mengatakan bahwa: 
“Hasil dari pelatihan itu mereke sudah mulai mandiri dan bisa menjadi 
penyuluh kecil bagi keluarganya ataupun tetangganya, ketika ada sesuatu 
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yang tdk diketahui, maka masyarakat yang lain dapat memberikan solusi 
terkait permasalahan pertanian yang dihadapi”6 0 
Salah satu tujuan dari diadakannya pelatihan TGP (Teknologi Guna 
Pertanian) tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas serta pengetahuan 
masyarakat terkait sektor serta tatacara bertani yang benar.  Hal inipun terbukti dari 
hasil yang didapatkan oleh masyarakat Desa Pangaparang, masyarakat telah 
mampu mengelolah dan mandiri dalam meningkatkan kualitas pertanian dan hasil 
panen masyarakat di Desa Pangaparang. 
Tugas dan fungsi seorang pemimpin dalam sebuah desa mencakup 
keseluruhan permasalahan masyarakat. Seorang pemimpin harus mampu 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, seorang 
pemimpin harus mampu mempengaruhi masyarakat yang dipimpin, memberikan 
pengetahuan akan peran dan fungsinya sebagai tokoh masyarakat, mempengaruhi 
masyarakat untuk aktif dan turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan di 
desa. Setelah Desa Pangaparang dimekarkan dari Desa Binanga Karaeng, 
pemerintah berusaha dengan keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam proses pembangunan di Desa Pangaparang. Hal inipun dijelaskan oleh 
Muhammad Syafri selaku kepala Desa Pangaparang. 
”Pemerintah Desa Pangaparang terus berupaya untuk mengajak 
masyarakat untuk terus memantau dan memberikan kritikan yang 
membangun kepada pemerintah Desa Pangaparang. Kami terus 
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memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mereka memiliki peran 
yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dan kemajuan dari di 
Desa Pangaparang ini. Masyarakat berhak mendapatkan pengetahuan 
serta informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan serta 
kemajuan Desa Pangaparang. Karena sebelum dimekarkan dari Desa 
Binanga Karaeng, masyarakat di Desa Pangaparang ini masih sangat 
kurang partisipasinya terhadap kemajuan dari desa, mereka sangat acuh 
dan kurang perduli dengan perkembangan yang terjadi didalam desa. Oleh 
karena itu kami selaku pemerintah desa terus berupaya untuk terus 
mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun desa 
Pangaparang bersama dengan pemerintah desa”6 1 
Pemerintah Desa Pangaparang sangat menyadari bahwa salah satu faktor 
kemajuan sebuah desa adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang baik dan 
berkualitas, atas dasar tersebut maka pemerintah desa terus melakukan sosialisasi 
dan pendidikan politik kepada masyarakat demi meningkatkan partisipasi serta 
kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta partisipasinya dalam 
mendukung pembangunan Desa Pangaparang. Pemerintah menyadari bahwa 
masyarakat dari Desa Pangaparang sebelum dimekarkan dari Desa Binanga 
Karaeng memiliki masyarakat yang tingkat partisipasinya sangat kurang terhadap 
kemajuan dari desa Pangaparang, oleh karena itu pemerintah Desa Pangaparang 
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terus berupaya untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut aktif berpartisipasi dalam 
membangun Desa Pangaparang. 
Pemekaran desa sejatinya dapat memberikan dampak yang positif bagi 
keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena salah satu 
tujuan dilakukan pemekaran adalah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera 
dengan mengelola anggaran desa dengan mandiri. Hal inipun diharapkan terjadi 
pada Desa Pangaparang. Berikut  wawancara bersama kepala Desa Pangaparang. 
“Sebelum adanya pemekaran masyarakat sangat membutuhkan perhatian. 
Pelatihan-pelatihan untuk pertanian-pun sangat susah didapatkan oleh 
masyarakat. ADD dan Dana Desa yang sejatinya digunakan untuk 
kesejahteraan rakyat nyatanya itu kurang maksimal didapatkan oleh Dusun 
Pangaparang. Namun saat ini setelah dilakukan pemekaran hampir setiap 
tahunnya kita melatih sekitar 50 orang perangkatan yang dilakuakan 
dibalai pertanian kabupaten gowa. Jadi kami benar-benar serius 
mengelolah anggaran yang masuk ke desa untuk membantu 
mensejahterahkan masyarakat”6 2 
Kepala Desa Pangaparang bercerita bahwa sebelum Dusun Pangaparang 
dimekarkan dari Desa Binanga Karaeng, masyarakat pada Dusun Pangaparang 
sangat membutuhkan perhatian khususnya pada sektor pertanian, namun maskipun 
anggaran desa telah ada namun belum mampu menjangkau kebutuhan dari 
masyarakat Dusun Pangaparang. Namun setelah di mekarkan dari Desa Binanga 
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Karaeng dan menjadi desa sendiri yaitu Pangaparang yang memiliki anggaran 
sendiri, akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan hidup masyarakat Pangaparang 
dengan anggaran desa yang dimiliki. Pemerintah Desa Pangaparang secara serius 
dalam mengelolah anggaran dana desa tersebut untuk kesejahteraan dan kualitas 
hidup masyarakat Desa Pangaparang. 
b. Pembangunan Insfraktruktur 
Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 
mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan 
tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.6 3 
Pembangunan Insfraktruktur merupkan salah satu aspek penting dan vital 
untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Insfraktruktur 
juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan 
ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah 
tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transoportasi, 
telekomunikasi sanitasi dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan 
insfraktruktur menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan . 
bertambahnya insfraktruktur dan perbikanya oleh pemerintah di harapkan memacu 
pertumbuhan ekonomi.6 4 
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Sebagai langka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah 
memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. 
Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa 
merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat indonesia. Kedudukan desa 
dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara 
indonesia. Berikut wawancara dengan Idul Akbar selaku Tokoh Pemuda Desa 
Binanga Karaeng yang mengatakan bahwa: 
“Pembangunan infrastruktur di Desa Pangaparan memang sudah mulai 
terlihat hasilnya dan sudah banyak pembangunan infrastruktur dikerjakan 
oleh pemerintah Desa Pangaparang yang tujuannya utamanya adalah demi 
kesejahteraan masyarakat. Namun meskipun pembangunan infrastruktur 
tersebut telah banyak dilakukan oleh pemerintah desa, tetap dinilai masih 
belum terlalu maksimal karena masih terdapat beberapa dusun di Desa 
Pangaparang yang jalanannya belum diperbaiki oleh pemerintah Desa 
Pangaparang. Hal ini membuat masyarakat cukup kecewa karena 
pembangunan infrastruktur yang belum merata diseluruh dusun”6 5 
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 
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Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya 
mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana 
untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan 
ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi 
aspek. Oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar 
pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.  
Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan didalam kehidupan 
masyarakat. Pembangunan dilakuakan guna menunjang dan meningkatkan mutu 
kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat 
mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. 
Pembangunan insfrakstruktur  khususnya di desa pangaparang saat ini 
sedang menjalankan proses, pembangunan dari sejak pemekaran di tahun 2014 
hingga saat ini cukup mempuni dikarnakan peran dari para elite lokal itu sendiri 
(Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda) turut ikut serta dalam 
proses pembangunan, guna tercapainya desa yang maju dalam berbagai aspek. Jadi 
selain pemerintah setempat para tokoh-tokoh masyarakat pun senangtiasa ikut andil 
dalam proses pembangunan ini.  
Berikut wawancara dengan Mursalin Selaku Tokoh Masyarakat Desa 
Pangaparang yang mengatakan bahwa: 
“Kalau di bidang infrastruktur saat ini ada beberapa pembangunan yang 
sudah terlaksana seperti pembangunan jalan tani, perbaikan jalan disetiap 




pengerjaan sperti pembangunan drainase disetap dusun dan pemasangan 
tiang listrik disalah satu dusun yang sebelumya tidak mendapat pasokan 
listrik”6 6 
Pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik 
desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan 
menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya 
pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut 
dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, 
pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll. 
Jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya arus jalan 
akan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. 
Sehingga pembangunan prasarana dan prasarana transportasi (jalan) akan 
mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa. 
Selain kebutuhan akan akses jalan darat, masyarakat juga membutuhkan 
listrik sebagai salah satu kebutuhan yang cukup penting untuk masyarakat. Pasokan 
listrik Desa Pangaparang sebelum dimekarkan dari Desa Binanga Karaeng belum 
terpenuhi secara maksimal. Namun setelah dilakukan pemekaran pasokan listrik 
menjadi point penting yang harus di benahi oleh pemerintah. Hal inipun di utarakan 
oleh kepala Desa Pangaparang Muhammad Syarif dalam wawancara yang 
dilakukan. 
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“Sebelum dimekarkan dari Desa Binanga Karaeng, listrik di Desa 
Pangaparang ini belum terjangkau secara maksimal, masih terdapat dusun 
yang belum mendapatkan pasokan listrik sehingga membuat masyarakat 
disana masih menggunakan alat penerangan tradisional seperti lampu 
pelita yang akhirnya menghambat aktivitas dan pertumbuhan 
perekonomian pada dusun tersebut. Namun setelah dimekarkan pemerintah 
Desa Pangaparang, memberikan perhatian cukup penting pada dusun-
dusun yang tertinggal seperti dusun Parragaan yang sebelum dimekarkan 
belum memiliki pasokan listrik, yang pada akhirnya menjadi daerah 
prioritas untuk dibenahi”6 7 
Pemerintah Desa Pangaparang menyadari bahwa salah satu faktor 
terpenting dalam proses kemajuan sebuah desa maka harus didukung oleh 
infrastruktur yang memadai dan hak masyarakat terpenuhi. Hal inilah dilakukan 
pemerintah Desa Pangaparang dengan memberikan perhatian penting pada dusun 
yang tertinggal seperti Dusun Parragaan. 
Berikut wawancara dengan Syarifuddin selaku Kepala Dusun Parragaan di 
Desa Pangaparang yang mengatakan bahwa: 
“Memang benar bahwa sebelum Desa Pangaparang dimekarkan dari Desa 
Binanga Karaeng, Dusun Parragaan ini belum mendapatkan pasokan 
listrik dan masyarakat Parragaan dulu masih menggunakan penerangan 
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menggunakan lampu pijar. Namun alhamdulillah setelah dimekarkan, 
dusun Parragaan ini langsung dibenahi dan di pasangkan listrik”6 8 
Pemekaran Desa Pangaparang dari Desa Binanga Karaeng memberikan 
dampak positif terhadap kualitas kehidupan masyarakat khususnya pada dusun 
Parragaan yang telah merasakan manfaat dari pemekaran tersebut. 
C. Kondisi Riil Desa Pangaparang Pasca Pemekaran Desa 
Pemekaran wilayah menjadi trend center issues sejak dikeluarkan undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.6 9 Tujuan dari pemekaran 
wilayah pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam 
menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah 
dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang 
lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara masyarakat yang 
posisinya relatif dekat dari pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relatif jauh 
dari pusat pemerintah.  
Tujuan dari pemekaran wilayah adalah mendorong pelayanan dibanding 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberi kemampuan 
dalam mengelola potensi sumber daya lokal untuk penyelenggaraan otonomi 
daerah. Selain terciptanya yang lebih maju dibandingkan sebelum pemekaran, dan 
juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara 
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percepatan dan pemerataan pembangunan suatu wilayah, sehingga wilayah tersebut 
bebas dari kemiskinan, kebodohan dan kesehatan yang buruk.7 0 
Setelah dilakukan pemekaran Desa Pangaparang, masyarakat telah banyak 
mendapatkan manfaat dari pemekaran tersebut, diantaranya masyarakat lebih 
mudah mendapatkan akses pelayanan dari aparat pemerintahan, karena kantor desa 
Pangaparang sudah berjarak cukup dekat dari pemukiman masyarakat. Hal ini 
dijelaskan oleh bapak Dalle selaku Tokoh Agama Desa Pangaparang. 
“Setelah Desa Pangaparang dimekarkan sebenarnya sangat bermanfaat 
bagi masyarakat karena sebelum pemekaran, masyarakat cukup kesulitan 
untuk mengurus keperluan administrasi dikantor desa, namun setelah 
pemekaran tersebut, kami selaku masyarakat cukup terbantu karena jarak 
antara tempat tinggal dengan kantor desa sudah sangat dekat”7 1 
Masyarakat Desa Pangaparang cukup merasakan manfaat dari pemekaran 
Desa yang dilakukan yaitu dengan kemudahan akses fasilitas pelayanan yang 
didapatkan karena jarak kantor desa sudah cukup dekat. Meskipun jarak antara 
kantor desa dengan tempat tinggal masyarakat sudah sangat dekat, namun 
masyarakat masih merasa bahwa pelayanan dikantor desa masih kurang maksimal, 
karena sering mendapati kantor desa yang kosong ketika ingin mengurus keperluan 
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administrasi. Berikut wawancara dengan Lolang sebagai Masyarakat desa 
pangaparang mengatakan bahwa: 
“Meskipun kantor pelayanan sudah lebih dekat dibandingkan dengan 
sebelumnya, namun disisi lain kami juga merasa bahwa pelayanan dikantor 
desa belum maksimal karena seringkali masyarakat ingin mengurus berkas 
dikantor desa, para aparatur desa tidak berada dikantor desa, sehingga 
membuat masyarakat merasa kecewa dengan kinerja aparatur desa”7 2 
Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 
dikantor desa belum maksimal meskipun tempat pelayanan sudah lebih dekat 
dibandingkan dengan sebelumnya. Masyarakat merasa bahwa  
Salah satu kunci kesejahteraan masyarakat adalah ketika kebutuhan 
masyarakat sudah terpenuhi. Akan tetapi ketika masyarakat merasa bahwa 
kebutuhannya belum terpenuhi maka pemerintah dianggap belum mampu 
memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Begitu pula yang dirasakan oleh 
masyarakat desa pangaparang bahwa pemerintah belum mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakatnya. 
Selain kemudahan akses pelayanan, masyarakat juga membutuhkan fasilitas 
infrastruktur yang cukup memadai seperti jalan raya maupun jalan tani yang 
tujuannya untuk memberikan kemudahan serta kelancaran aktivitas dan keseharian 
masyarakat. Pembangunan infrastruktur menjadi point penting bagi desa yang 
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tertinggal demi menunjang pembangunan serta kemajuan desa tersebut. Hal ini juga 
dijelaskan oleh Idul Akbar selaku tokoh pemuda Desa Binanga Karaeng. 
“Pembangunan infrastruktur di Desa Pangaparan ini memang sudah mulai 
terlihat hasilnya dan sudah banyak pembangunan infrastruktur dikerjakan 
oleh pemerintah Desa Pangaparang yang tujuannya utamanya adalah demi 
kesejahteraan masyarakat. Namun meskipun pembangunan infrastruktur 
tersebut telah banyak dilakukan oleh pemerintah desa, tetap dinilai masih 
belum terlalu maksimal karena masih terdapat dusun di Desa Pangaparang 
ini yang jalanannya belum diperbaiki oleh pemerintah Desa Pangaparang. 
Hal ini membuat masyarakat cukup kecewa karena pembangunan 
infrastruktur yang belum merata diseluruh dusun”7 3 
Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memberikan kemudahan serta 
kelancaran aktivitas dari masyarakat setempat, namun sejatinya pembangunan 
infrastruktur harus dilakukan secara merata agar masyarakat secara umum juga 
dapat merasakan manfaatnya. Namun ketika pembangunan infrastruktur dianggap 
kurang merata, maka tentu akan menimbulkan polemik baru dalam masyarakat. Hal 
ini pula yang dikeluhkan oleh salah satu tokoh pemuda di Desa Pangaparang, 
karena melihat pembangunan infrastruktur di Desa Pangaparang tersebut belum 
merata dan belum mencakup secara keseluruhan. 
Tingkat kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran di Desa 
Pangaparang nyatanya belum mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat 
                                                          
7 3 Wawancara dengan Idul Akbar, selaku tokoh pemuda Desa Binanga Karaeng, 9 Januari 




Desa Pangaparang, hal inipun terlihat dari pernyataan Bapak Dalle, selaku tokoh 
masyarakat Desa Pangaparang. 
“Melihat pembangunan di Desa Pangaparang memang sudah mulai banyak 
yang terlihat, namun masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki oleh 
pemerintah desa. Seperti jalanan, yang sampai saat ini masih banyak yang 
belum diperbaiki, ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat dan 
kurang maksimal”7 4 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi desa 
pangaparang saat ini sudah mengalami sedikit perubahan, namun disisi lain 
masyarakat masih belum puas dengan kinerja apartur desa dalam mengelola 
pembangunan infrastruktur yang ada di desa pangaparang yang dimana 
pembangunannya belum merata kesemua wilayah. 
Menurut Karl Marx bahwa Reputasi yaitu kemampuan elit politik dalam 
memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan 
politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Namun Pembangunan Desa 
Pangaparang masih mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat Desa 
Pangaparang terkait mengenai pembangunan infrastruktur yang dinilai belum 
merata dan belum maksimal sehingga dianggap bahwa kinerja dari pemerintah 
Desa Pangaparang belum memuaskan.   
 
                                                          








Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Peran Elite Lokal Dalam 
Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa Binanga Karaeng dan Desa 
Pangaparang di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Upaya elite lokal dalam mensejahterakan masyarakat pasca pemekaran desa 
pangaparang. Yang pertama yaitu melalui sumber daya manusia (SDM) yang 
membawa dampak positif bagi masyarakat desa pangaparang. pemerintah desa 
telah berusaha untuk memberikan wadah kepada masyarakat untuk 
mengembangkan sumber daya manusia pada desa pangaparang dalam bidang 
pelatihan kelompok tani, bidang pembinaan dan bidang keagamaan guna 
memberikan ilmu bahkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang 
beruntung dalam dunia kerja. Sedangkan yang kedua yaitu dibidang 
infrastruktur, karena pembangunan desa yang merupakan pemanfaatan hasil 
pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana 
jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. 
Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan 
jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti 
melakuakan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil 





lalu lintas darat. Lancarnya arus jalan akan sangat menunjang perkembangan 
perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan prasarana dan 
prasarana transportasi (jalan) akan mempermudah dan mempercepat arus 
mobilitas barang dan jasa. 
2. Kondisi riil kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa pangaparang. 
Berdasarkan wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 
masyarakat desa pangaparang kurang puas terhadap infrastruktur jalan di desa 
pangaparang karena dalam pelaksanaannya masih ada wilayah di desa 
pangaparang yang belum menikmati dampak dari pembangunan desa. 
Sementara idealnya otonomi daerah bertujuan untuk memberikan dampak yang 
baik bagi kemajuan daerah sehingga setiap warga negara berhak untuk 
memperoleh hak yang sama dalam kehidupan yang layak  dalam negara yang 
diperkecil peranannya menjadi pemerintah daerah. 
A. Saran  
Dari kesimplan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Diperlukan kebijaksanaan pemerintah desa yang dirancang untuk menciptakan 
kesempatan kerja yang seluas-luasnya agar masyarakat berupaya terus menerus 
sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga pendapatan masyarakat 
meningkat. Selain itu diperlukan pemerintah yang mengetahui faktor 
penghambat pertumbuhan ekonomi dan memberikan tindakan dalam bentuk 




desa. Serta tidak lupa aparatur desa yang mampu menyaring aspirasi 
masyarakat desa. 
2. Pemerintah seharusnya lebih banyak melakukan perbaikan infrastruktur di desa 
pangaparang seperti infrastruktur jalan mengingat jalan merupakan salah satu 
elemen utama untuk mendukung mobilitas perkembangan daerah. 
3. Diperlukan juga kesadaran politik masyarakat untuk ikut serta dalam 
membangun desa atau dalam hal ini desa pangaparang menjadi berkembang 
dan tidak tertekan pada masalah yang mendasar yang tidak bisa diatasi oleh 
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